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KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
' NOMOR AHU-0013015.AH.01.04.Tahun 2018
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PERGURUAN SATRYA BUDI

Menimbang : a Bahwa berdasarka™®ermohonan Notarls MARSELLA,S.H.,M.KN , sesuai Akta
Notaris Nomor 558, tanggal 18 September 2018 yang dibuat oleh Notaris
MARSELLA,S.H.,M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PERGURUAN
SATRYA BUDI tanggal 19 September 2018 dengan Nomor Pendaftaran
5018091912100909 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum
Yayasan;
b Bahwa berdasarkan pertimbzngan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, periu
menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang
Pengesahan Badan Hukum Yayasan PERGURUAN SATRYA BUDI:;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN PERGURUAN SATRYA BUDI
berkedudukan di KABUPATEN SIMALUNGUN sesuai Akta Notarls Nomor 558, tanggal
18 September 2018 yang dibuat oleh Notaris MARSELLA,S.H.,M.KN berkedudukan di
KABUPATEN SERDANG BEDAGAL

KEDUA : Keputusan ini berfaku sejak tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di Jakarta, Tangyal 22 September 2018.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAI ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

iy

\

Cahyo Rahadian Muzhar, 5.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 24 September 2018
DAFTAR YAVASAN HOMOR AMU-0017070.AN.01.12. Tohun 2018 TANGGAL 22 September 2018




PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 2908220035451

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk
Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha : Badan Hukum Selain PT SD SWASTA SATRYA BUDI PERDAGANGAN
2. Alamat Kantor : JI. Amal No. 5 Perdagangan, Desa/Kelurahan Pardagangan Il, Kec.
Bandar, Kab. Simalungun, Provinsi Sumatera Utara,
Kode Pos: 21184

No. Telepon :0

Email : sdsatryabudi123@gmail.com
3. Status Penanaman Modal : PMDN
4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia : Lihat Lampiran

(KBLI)
5. Skala Usaha : Usaha Mikro

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan beraku sebagai hak akses
kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan
laporan pertama Waijib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap
memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 29 Agustus 2022

Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,
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Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 29 Agustus 2022

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem 0SS, yang menjadi tanggung jawab

Peiaku Usaha. & | Balsi
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. f@ | Sertifikasi
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elekironik menggunakan serlifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN. WY | Elektronik
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses. -
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